SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT ||l SURABAYA NOMOR 01 TAHUN 1998
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta sebagai

pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat Il Surabaya
Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, telah
ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian
Izin Pemakaian Tanah;

. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah

Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian
Tanah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan
Daerah Kotamadya Tingkat Il Surabaya Nomor 1 Tahun 1997,
maka perlu mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian
Izin Pemakaian Tanah.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok—pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



Menetapkan :

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 199);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 157);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun
2016 Nomor 547);

12.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang lzin
Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

13.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

14.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018
Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 01 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
IZIN PEMAKAIAN TANAH.



Pasal 1
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor
01 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian 1zin Pemakaian Tanah
(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Seri D2
Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2019

WALIKOTA SURABAYA,
ttd.
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 28
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